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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan masih mengacu pada teori 

keadilan retributif sebagai teori tujuan pemidanaan klasik yaitu 

menitikberatkan pada pembalasan. KUHAP mengatur semua perkara yang 

dilimpahkan ke penuntut umum harus dilakukan penututan hingga akhirnya 

bermuara pada putusan hakim, sedangkan menurut Peraturan Jaksa Agung 

Nomor 15 mengacu pada teori tujuan pemidanaan sebagaimana dalam 

tujuan teori pemidanaan kontemporer yaitu mewujudkan keadilan restoratif. 

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tersebut  memberikan 

pengaturan mengenai mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan 

keadilan restoratif tentang perkara-perkara apa saja yang dapat dihentikan 

penuntutannya. Pemidanaan tidak lagi berorientasi pada pembalasan, 

melainkan pada pemulihan.  

B. Saran 

  Bagi Lembaga legislatif atau pembentuk undang-undang terutama 

tim penyusun RUU KUHAP untuk mengakomodir ketentuan penghentian 

penuntutan yang diatur didalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 untuk 

masuk kedalam KUHAP yang baru. 
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